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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunarn, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);



Memperhatikan

Menetapkan

13.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01});

14.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

- Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Metro Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Metro Tahun
2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017.

BAE I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Metro.

9. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Metro.

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

6. Rencana Pembangunan Tahunan  Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

7. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
dengan periode pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan pada
triwulan akhir anggaran.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas
Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.



BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO
Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari
perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro merupakan salah
satu pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum dan Anggaran

(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Daerah Kota Metro.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini menjadi pedoman penyusunan
Perubahan APBD untuk Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini akan diasistensi kembali dan
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2017 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 26 Jvi) 2017

WALIKOTA METRO,

£
ACHMAD PAIRIN

Diundangkan Metro
pada tanggal ZGJVH 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. NA A.T



tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, perubahan Struktur
Organisasi Pemerintah Kota Metro juga menjadi pertimbangan melalui

penguatan kelembagaan organisasi.

Pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang cukup singkat, memerlukan
perencanaan yang matang dan komitmen seluruh aparatur. Selain itu,
kerjasama seluruh stakholder diperlukan sebagai penguat dan pendukung
kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi “Metro Kota Pendidikan dan

Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan

Pembangunan Partisipatif”.
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